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Menimbang :

Mengingat

BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAKALAR,

a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka perlu disusun Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun
2021.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421});

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);




10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587}, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evalugsi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017
tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1035);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan  Pengarusutamaan Gender Di
Daerah;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan J angka  Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintahj;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019  tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .......
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20209
Nomor ........... ;

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Takalar Tahun 2012-2031;

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Takalar;

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 01
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar
Tahun 2017-2022;

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2021
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

12.
13.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah periode 20
(dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik
sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional vyang
selanjutnya  disingkat RPJM Nasional adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah
dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan
Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM
adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang
merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap
warga Negara secara minimal.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
emndasarinya untuk periode 1 {satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah ptogram prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana
kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
Kabupaten Takalar.

Pembangunan daerah adalah Pembangunan Kabupaten Takalar.
Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah
Peraturan Bupati.



Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2021 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran
pokok RPJPD dan RPJMD Kabupaten Takalar serta arah
kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN dan
RKPD Provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan
pembangunan Daerah Kabupaten Takalar dengan pembangunan
Provinsi dan Nasional dan disesuaikan dengan kondisi dan
kebutuhan nyata daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang
pembangunan.

{(2) RKPD Tahun 2021 dijadikan sebagai:

a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

b. secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2021, yaitu Dokumen Perencanaan Daerah
untuk periode 1 {satu} Tahun yang dimulai pada tanggal 1
Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

(2) RKPD ~ Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal 79 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, terdiri atas 7
(tujuh] Bab tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam rangka pelaksanaan RKPD Tahun 2021 sebagaimana
dimaksud pada ayat 2, ditetapkan sasaran dan Prioritas
Pembangunan Daerah.

(4) Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah yang terdapat
dalam Bab IIl memproyeksikan alokasi Transfer Khusus dan akan
dilakukan penyesuain dalam dokumen anggaran setelah Undang-
undang APBN Tahun 2021 atau Peraturan Presiden tentang Dana
Transfer Tahun 2021 ditetapkan dan selanjutnya akan dilakukan
perbaikan dan ditampung pada Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Tahun 2021 :

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar menggunakan RKPD
Tahun 2021 sebagai bahan acuan pembahasan Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan



b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2021 dalam
melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat
Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan
tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang
berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja
masing-masing program dan kegiatan.

(2) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
kepada  Perangkat Daerah dan Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah paling lama
14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan dimaksud.

(3) laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan
bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya
yang diajukan oleh Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah melakukan verifikasi kesesuaian antara RKPD
Tahun 2021 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
__.—-pada tanggal, 20 Juli 2020
P AV

Diundangkan di Takalar
pada tanggal, 20 Juli 2020

KRETARIS RAH KABUPATEN TAKALAR,

AD

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2020 NOMOR 12



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 12

TANGGAL 20 Juli 2020

TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN TAKALAR

TAHUN 2021

Secara normatif dan substantif, sistematika dan tata cara
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Takalar Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

Bab V
Bab VI

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Maksud dan Tujuan

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Tahun
Berkenaan

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab VII Penutup




